
BABI 

PENDAHULUAN 

Setiap perusahaan atau badan usaba mempunyai tujuan yang hendak dicapai. 

Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, harus melaksanalcan berbagai macam 

kegiatan, agar kegiatan dapat d1jalankan dengan baik dan lancar, maka perusabaan 

atau badan usaha memerlukan sumber daya atau faktor-fak1or produksi yang cukup 

baik dari segi kuahtas maupun k-uantitas. 

Salab satu fak1or produksi yang paling penting adalab modal, yang berfungsi 

sebagai penggerak kegintan perusahaan Ibadan usaha serta kelanjutannya pada masa 

yang akan datang. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dapat 

diperoleh dari jasa perbanlcan, yaitu lembaga keuangan yang tugas utarnanya 

memasarkan jasanya berupa krcdit. Oalam hat ini  bank juga berfungsi sebagai 

mobilisator pembangunan dan mengalokasikannya untuk kelanjutan pembangunan. 

Oalam perkembangan pembangunan dewasa ini dunana negara Indonesia 

dihadapkan pada permasalahan perekonomian maka Pemerintah membuat 

kebijaksanaan melalui baden usaha yang dimiliki untuk menyalurkan dana bantuan 

permodalan bagi pengusaha ekonomi kecil menengab melalui Sadan Usaha Milik 

Negara yang dalam penelitian mi dibatasi pada PT. Jamsostek (Persero) Kantor 

Wilayah I Medan. 

Prinsip pemberian bantuan modal usaha yang d1selenggarakan oleh badan 

usaha milik aegara ini berbeda dengan konsep pemberian modal oleh dunia 
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perbankan baik itu besamya nilai bunga, maupun jaminan yang diberikan. 

Selain melakukan k:oordinasi dan pengawasan pernberian Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja PT. Jarnsostek Kantor Wilayah I Medan berdasarkan Undaog-Undang • 

No. 9 Talmn 1995 tentang Usaha Kecil dan sesuai Kep. MENKO, No. 

31/KMK/16/1994 Tgl. 21 Juni 1994 tentang Perdoman Pembinaan Pengusaha Kecil 

melalui Dana BUMN, malca PT. JarnsostekKantor Wilayah I Medanjuga melak"Ukan 

usaha kemitraan dengan usaha kecil dan menengah. 

Meskipun pada dasarnya pelaksanaan kemitraan tersebut bersifat memberikan 

bantuan usaha kepada pengusaha kecil clan menengah. tetapi hubungan antara 

PT. Jamsostek Kantor Wilayah I Medan dengan pengusaha ekonomi kecil dan 

meoengah tetap diatur di dalaro suatu perjanjian. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan mengingat pentingnya modal usab.a 

bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil 

menengah serta bentuk dari pada perjanjian kemitraan tersebut, maJca penulis merasa 

perlu meneliti clan menulis penelitian ioi denganjudul : "Perjanjian Kemitraan Dalam 

Pemberian Kredit Kepada Pengusaha Ekonomi Kecil clan Menengah di 

PT. Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah I Medan". 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Sebelwn dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada 

bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul 

skripsi ini adalah "Perjanjian Kemitraan Dalam Pemberian Kredit Kepada 
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Pengusaha Ekonomi Kecil dan Menengab di PT. JamSO!Jtek (Persero) Kantor 

Wilayah I Medan". 

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adah:h : 

Perjanjian adalah "suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang 

atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh 

prestasi dan sekahgus mewajibkan pada pihak lam untuk menuruukan 

prestasinya. 11 

Kemitraan menurut Pasal I angka 8 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tent.ang 

Usaha Kecil, kemitraan adalah "kerjasama antara usaha kec1I dengan usaha 

menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengcmbangan oleh 

usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip sating 

memerlukan. sating memperkuat dan saling menguntungkan". 

• Dalam pemberian kred11, bahwa perjanjian yang disepakau di atas adalah 

perjanjian kredit. Kredit adalah menurut Pasal I buruf k UU No. 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah Penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pmjam meminjam antara bank dengan pibak lain yang 

mewajibkan pihak peminJam untuk melunasi hutangnya setelah Jangka waktu 

tertentu dengan pembenan bunga. 

'1 M. Yahya Harahap, Segl-Sqri Hukum PajlllJjilm, Alumni, Bandung. 1986, hal 6 . 
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